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•Kesehatan = Hak Manusia 

•UUPK: penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan 
oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik, moral 
yang tinggi. 

•KKI: suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, 
dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil 
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.  

•MKDKI: lembaga yang berwenang untuk menentukan 
ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan 
dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran 
dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.  



TATA KERJA  

 DUGAAN PELANGGARAN DISIPLINĄ Ranah KKI-MKDKI 

1. MKDKI mempunyai hubungan kerja dengan KKI dalam           
koordinasi, fasilitas administrasi. 

2. MKDKI bertanggung jawab kepada KKI  

Penjelasan: 

Tanggung jawab dimaksud meliputi tanggung jawab administratif, 
sedangkan dalam pelaksanaan teknis Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia adalah otonom dan mandiri.  

3. MKDKI/ MKDKI-P tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan 
negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait. 



4. Why Disiplin Profesional dr/drg diatur : 

- Memberikan perlindungan untuk masyarakat 

- Mempertahankan/meningkatkan mutu yankes 

- Menjaga kehormatan profesi 

 

5. Kategori pelangaran: 

-Melaksanakan praktik tidak kompeten 

-Tugas tanggung jawab profesional untuk pasien 
tidak dijalankan  

-Prilaku tercela, merusak martabat/kehormatan 
profesi 

 



1. Tidak  KOMPETEN / CAKAP 

        Penjelasan : Harus bekerja dalam batas – batas kompetensinya 

2. Tidak MERUJUK 

Penjelasan :  

a. Bila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk 

b. Upaya prujukan dapat tidak dilakukan, antara lain sbb : 

 -    Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk 

  -    Keberadaan dr dan drg lain atau sarana kesehatan yang lebih 

       tepat, sulit dijangkau atau sulit didatangkan 

  -   Atas kehendak pasien 

 

 



BENTUK  PELANGGARAN  DISIPLIN KEDOKTERAN 

3. Pendelegasian kepada  NAKES yang TIDAK KOMPETEN 

Penjelasan : 

a.  dr dan drg mendelegasikan tindakan atau prosedur kepada 

       tenaga kesehatan  tertentu yang sesuai 

b.    Yakin bahwa tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

       untuk itu 

c.    dr dan drg tetap bertanggung jawab atas penatalaksanaan 

       pasien yang bersangkutaan 

 



4. DR/DRG PENGGANTI TIDAK MEMBERITAHU PASIEN & TDK PUNYA SIP 

Penjelasan : 

a. dr atau drg pengganti harus memiliki kompetensi yang sama, memiliki SIP 

b. SIP dr atau drg pengganti tidak harus SIP ditempat yang harus digantikan 

c. Harus diinformasikan kepada pasien secara lisan ataupun tertulis 

d. Jangka waktu penggantian  ditentukan 

5. TIDAK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL) 

Penjelasan : 

dokter atau dokter gigi berada pada kondisi fisik dan mental yang baik atau 

fit 

1.KELALAIAN dalam PENATALAKSANAAN PASIEN 

2.PEMERIKSAAN dan PENGOBATAN BERLEBIHAN  

 

BENTUK  PELANGGARAN  DISIPLIN KEDOKTERAN 



6. KELALAIAN dalam PENATALAKSANAAN PASIEN 

Penjelasan: 

Dokter dan doketr gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, 

hati-hati,  etis, dan penuh dengan kepedulian: 

a.Anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, bilamana perlu pemeriksaan 

         penunjang diagnostik 

b.     Penilaian riwayat penyakit, gejala dan tanda-tanda pada kondisi pasien 

c.      Tindakan/asuhan dan pengobatan secara profesional 

d.Tindakan/asuhan yang cepat dan tepat terhadap keadaan yang memrlukan 

 intrvensi kedokteran 

e. Kesiapan untuk berkonsultasi pada sejawat yang sesuai bilaman diperlukan 

7. PEMERIKSAAN dan PENGOBATAN BERLEBIHAN  

 

BENTUK  PELANGGARAN  DISIPLIN KEDOKTERAN 



8. Tidak memberikan INFORMASI yang JUJUR  

Penjelasan : 

a. Pasien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya (the right of 
information) 

b. Informasi meliputi : diagnosis medis, tata cara penindakan atau asuhan medis, tujuan 
tindakan atau asuhan medis, alternatif tindakan atau asuhan medis lain, risiko, 
komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis 

c. Informasi tentang biaya pelayanan 

 

9. Tidak ada INFORMED CONSENT 

Penjelasan: 

a. Hak untuk  didengar dan kewajiban untuk memberika  informasi 

b. Well informed, the right to self determination untuk menyetujui (consent) atau 
menolak (refusing) tindakan atau asuhan medis 

c. Keadaan fisik/mental tidak memungkinkan, diberikan oleh keluarga yang berwenang 

d. Persetujuan tindakan atau asuhan medis (informed consent) secara tertulis atau lisan, 
termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh. Setiap tindakan/asuhan medis yang 
mempuyai resiko tinggi mensyaratkan persetujuan tertulis (document legal) 

e. Life saving dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien 

f. Menyangkut kesehatan reproduksi suami atau istri 
 



10. Tidak membuat / menyimpan REKAM MEDIK  
11. Penghentian  KEHAMILAN  tanpa INDIKASI MEDIS 
12. EUTHANASIA 
13. Penerapan PELAYANAN yang BELUM DITERIMA 

KEDOKTERAN 
14. Penelitian Klinis TANPA PERSETUJUAN ETIS 
15. TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT  
16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN Pengobatan TANPA  

ALASAN YG SAH  
17. Membuka  RAHASIA MEDIS TANPA IZIN 
18. Membuat  Keterangan MEDIS Tidak BENAR 
19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN  

 



20. Meresepkan OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK  tanpa INDIKASI 

21. Pelecehan SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN 

22. Penggunaan GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU 

23. Menerima KOMISI terhadap RUJUKAN/ PERESEPAN 

Penjelasan: 

Tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan diluar ketentuan etika   

profesi yang dapat mempengaruhi independensi dokter atau dokter gigi 

24. PENGIKLANAN DIRI yang MENYESATKAN  

25. KETERGANTUNGAN NAPZA 

26. STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TIDAK SAH 

27. IMBAL JASA TIDAK SESUAI TINDAKAN 

28. Tidak memberikan DATA/ INFORMASI atas PERMINTAAN MKDKI  



PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN 
DOKTER DAN DOKTER GIGI (Perkonsil 32 Thn 2015) 

Pengadu 

• Orang/Korporasi 

• Menyaksikan/ 
memiliki 
kewenangan 
dengan alat bukti 

• Kepentingannya 
dirugikan 

Teradu 

• Dokter atau dokter 
gigi yang memiliki 
STR 

• Diadukan karena 
diduga melakukan 
pelanggaran disiplin 

Pengaduan  

• Peristiwa setelah 
diundangkannya UU 
No. 29 tahun 2004 

• Tidak untuk 
tuntutan ganti rugi 

• Secara tertulis/ lisan 
di kantor MKDKI 

• Belum pernah 
diadukan/diperiksa 
Dinkes Prov 
sebelum 
diundangkan UUPK 



Keputusan 

MKDKI  

 
Kasus Masuk 

ke MKDKI  

Tidak  

 Diterima  

Diterima  

Ditolak  

Pemeriksaan 

awal oleh PIMTI  
Alur Proses  

PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN 

DISIPLIN DOKTER/DOKTER GIGI 

Tidak 
ditemukan 

Pelanggaran 

Peringatan 
Tertulis 

Pencabutan 
STR 

(Sementara 
atau Tetap) 

Keputusan 
KKI ttg 

Pelaksanaan 
Putusan 
MKDKI 

Kewajiban 
Mengikuti 
Pendidikan
/Pelatihan 

Berupa: 



PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN 
DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI 

 

 
Pengaduan Tidak dapat Diterima 

•Orang/korporasi tidak memenuhi 
kriteria Pengadu 

•Keterangan pengaduan tidak lengkap 

•Pengadu/kuasa pengadu/Teradu 
tidak dapat diketahui/ditelusuri 
keberadaannya dalam waktu 3 bulan 



PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN 
DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI 

Pengaduan ditolak 

• Dokter/dokter gigi tidak terregistrasi di KKI 

• Peristiwa sebelum 6 Okt 2004 

• Peristiwa pada masa peralihan sebelum terbentuk 
MKDKI, telah diperiksa Dinkes Prov 

• Peristiwa tidak terkait praktik kedokteran atau tidak ada 
hubungan profesional dokter-pasien 

• Peristiwa tidak termasuk pelanggaran disiplin 
dokter/dokter gigi 

• Peristiwa telah pernah disidangkan dan diputuskan 
MKDKI/MKDKIP 



Pencabutan Pengaduan 

Perkonsil 32 Thn 2015, Pasal 20 dan 21 

 

•Pengaduan yang telah masuk ke MKDKI bisa 
dicabut/dibatalkan sebelum INVESTIGASI 

 

•Pengaduan yang telah dicabut/dibatalkan 
tidak dapat diadukan kembali ke MKDKI 

 

 



Alur Proses Penanganan Pengaduan 

30  hari 

14  hari 

Sidang Pemeriksaan 

Penyusunan Resume 

Pemeriksaan 

Penetapan MPD & 

Panitera 

Penerimaan Pengaduan 

Pemeriksaan Awal oleh 

Anggota MKDKI (min. 3 ) 

Investigasi 

Permintaan  

Tanggapan Akhir 

Keputusan  

MPD 

Pembacaan Keputusan 

MKDKI  

Keberatan 



Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) 

•MPD adalah majelis pada MKDKI yang berwenang 
untuk memeriksa dan memutuskan kasus dugaan 
pelanggaran disiplin kedokteran 

•Majelis Pemeriksa Disiplin terdiri dari 5 anggota:  

–Jika Teradu adalah Dokter, maka mayoritas anggota MPD 
adalah dokter 

–Jika Teradu adalah Dokter Gigi, maka mayoritas anggota 
MPD adalah dokter gigi 

–Salah satu anggota MPD berasal dari unsur sarjana 
hukum 

 

 



Investigasi 

•Kegiatan pencarian dan pengumpulan data, 
informasi, alat bukti, dan temuan lainnya yang 
terkait dengan pengaduan. 

•Dilakukan oleh petugas khusus/panitera dapat 
bersama oleh penyelia medis 

•Investigasi dilakukan di saranan pelayanan 
kesehatan pada saat kejadian pengaduan 

•Dilakukan tertutup 

 

 



Sidang Pemeriksaan Disiplin 

• Dilakukan untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan 
Pengadu, Teradu, serta melakukan pembuktian 

 

• Terdiri dari beberapa sidang: 
–Sidang Pemanggilan Pengadu, Teradu dan Saksi 

–Sidang Pemanggilan Ahli 

 

• Dilakukan secara tertutup di Ruang sidang MKDKI, Dinkes 
setempat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk 
oleh Ketua MPD 



Alat Bukti  

Alat bukti yang dapat diajukan pada sidang 
pemeriksaan disiplin : 

1. Surat-surat dan/atau dokumen-dokumen 

2. Keterangan saksi-saksi 

3. Keterangan ahli dan/atau 

4. Keterangan teradu 



Resume dan Tanggapan Akhir 

•Petikan ringkasan (resume) hasil pemeriksaan 
disampaikan oleh Panitera kpd Teradu 

 

•Teradu diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan tanggapannya pada resume 
tersebut (tanggapan akhir) dalam kurun 
waktu 14 hari kalender sejak tanggal 
penyampaian 

 



Keputusan MPD 

•MPD mengeluarkan keputusan terhadap Teradu, dapat 
berupa: 

1. Tidak ditemukan pelanggaran disiplin 

2. Ditemukan pelanggaran disiplin dan diberikan sanksi : 

 1) peringatan tertulis 

 2) rekomendasi pencabutan STR yg bersifat sementara: 
- Cabut seluruh kewenangan 

- Cabut kewenangan pd kompetensi tertentu 

3) kewajiban mengikuti pendidikan, pelatihan yg 
terakreditasi, magang (bekerja dibawah supervisi di institusi 

pendidikan yg terakreditasi, faskes & jejaring yg ditentukan). 



Keberatan 

•Teradu dapat mengajukan keberatan 
terhadap Keputusan MPD dengan mengajukan 
alat bukti baru dan/atau argument baru yang 
mendukung keberatannya. 

 

•Paling lama 30 hari kalender sejak keputusan 
MPD diterima oleh Teradu. 



Keputusan MKDKI 

•Jika sidang pemeriksaan disiplin kedokteran 
sudah selesai atau dianggap cukup oleh Ketua 
MPD, maka Ketua MKDKI menetapkan 
Keputusan MPD sebagai Keputusan MKDKI 

•Sidang pembacaan Keputusan MKDKI 
dilaksanakan di Fanyankes setempat 
berkoordinasi dengan Dinkes setempat 
secara terbuka untuk umum 



Pasal 50 

(1) Sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR, sekurang-
 kurangnya 3 (tiga) bulan, harus mengikuti pendidikan dan/atau 
 pelatihan kedokteran. 

(2)  Keputusan mewajibkan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan 
 harus memuat jenis dan jangka waktu. 

 

Pasal 51 

(1) Sanksi disiplin berupa rekomendasi pencabutan STR dilakukan oleh KKI. 

(2) Pencabutan dilakukan dengan menarik salinan STR. 

(3) Untuk kepentingan pendidikan dan/atau pelatihan, KKI memberikan 1 
(satu) salinan STR. 

(4) 1 (satu) salinan STR tersebut tidak dapat dipergunakan untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan. 



Pelaksanaan Keputusan 

•Keputusan MKDKI disampaikan kepada KKI 
dan KKI mengeluarkan Surat Keputusan untuk 
disampaikan kepada Teradu, Fasyankes 
tempat Teradu praktik, Dinkes Prov, Dinkes 
Kab/Kota, Organisasi Profesi (OP). 

•Pengadu dapat meminta Keputusan KKI 
terhadap Pengaduan Disiplin Kedokteran 
secara tertulis (ditujukan kpd Ketua KKI). 



Selama Proses Persidangan 

•Pada saat proses persidangan, Teradu masih bisa 
melakukan praktik kedokteran 

 

•Apabila Teradu terkena sanksi pencabutan STR, 
Teradu DILARANG berpraktik di semua sarana 
pelayanan kesehatan di INDONESIA, 

 

•Tetapi Teradu masih bisa mengikuti Pendidikan/ 
kursus/ mengajar. 
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PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN 

BERDASARKAN SPESIALISASI 



SUMBER PENGADUAN 

MASYARAKAT = 233  

INSTITUSI = 9   

Dinkes  RS    

Depkes    

Asuransi  

TEN-KES  = 6  

Dr / Drg  

 

  

30 



 
Tahun  2007  

Á Jakarta      : 5  
Á Tangerang   : 1  
Á Cirebon      : 1 
Á Semarang      :  
Á Yogyakarta : 1  
ÁRiau             : 1  
ÁSorong         : 1  

Tahun  2006  
ÁJakarta       :  5 
ÁLampung      :  1 
ÁSurabaya      :  1 
ÁBanjarmasin  : 1 
ÁSolo              :  1 

Tahun  2008  
ÁJakarta      : 10  
ÁTangerang  : 2  
ÁMedan       : 1  
ÁBandung    : 1  
ÁBatam        : 1  
ÁBengkulu   : 1  
ÁKalbar         : 1  
ÁBogor         : 1  
ÁDepok         : 1  Tahun  2009  

Á Jakarta  :15  
Á Jatim     :4  
Á Kepri    :2  
Á Sumut    :3  
Á Sulsel     : 1  
Á Sulteng   : 1  
Á Kalbar    : 2  
Á Jabar     : 3  
Á Banten   : 4  
Á DIY   : 1  

Tahun  2010  
ÁTangerang  : 4  
ÁSumut  :  1 
ÁKepri            : 1  
ÁJakarta        : 33  
ÁJabar            : 3  
ÁJatim            : 4  
ÁNTB :  1 
ÁKaltim           : 1  
ÁSulsel  : 1  

Tahun  2011  
Á Jakarta      : 15  
Á Jatim  : 4  
Á Jateng  : 2  
Á Jabar  : 2  
Á DIY  : 1  
Á Lampung  : 1  
Á Sulteng  : 1  
Á Sumut  : 2  
Á Sumsel  : 1  
Á Tangerang  : 3  
Á Bali  : 1  
Á Kepri  : 1  
 

 
 



 
Tahun  2012  

 
ÁJakarta  : 6  
ÁBandung  : 4  
ÁKupang  : 1  
ÁMadiun  : 2  
ÁSurabaya  : 1  
ÁTangerang  : 4  
ÁPalembang  : 1  
ÁBogor  : 1  
ÁKepri  : 1  
ÁDepok  : 1  
ÁMedan  : 1  

 
 
 
 

Tahun 2013 
• Jakarta : 23 
• Riau  : 3 
• Tangerang : 2 
• Palembang : 1 
• Jateng  : 2 
• Jabar  : 10 
• Jatim  : 4 
• Sumut  : 9 
• NAD  : 1 
• Kalsel  : 2 
• Bengkulu : 1 
• Lampung : 1 
• DIY  : 1 
• Sulsel  : 1 
• Bali  : 1 
• Jambi  : 1 
 

Tahun 2014 
• Jakarta  : 24 
• Banten : 3 
• Sumut  : 7 
• Bali  : 3 
• DIY  : 1 
• Jabar  : 8 
• Riau  : 1 
• Jambi  : 1 
• Sulteng : 4 
• Sumbar : 1 
• Lampung : 1 
• Aceh  : 1 
• Jatim  : 2 

 
 

by MKDKI 



TAHUN 2015  

 

NAD :   2 

Sumut :    2 

Sumsel :   1 

Banten :   2 

Jabar : 11 

Jakarta : 11 

DIY :   1 

Jateng :   2 

Jatim :   4 

Kalteng :   1 

NTT :   1 

 

TOTAL  : 38 

 

TAHUN 2017 

s.d Juli 

 

NAD :  1 

Sumbar    :  1 

Riau :  1 

Sumsel  :  1 

Banten :  1 

Jabar : 3 

Jakarta : 8 

DIY : 1 

Jateng : 1 

Kalsel :  1 

 

TOTAL : 20 

 

TAHUN 2016 

 

NAD          : 1 

Sumut       :  2 

Riau : 2 

Bengkulu : 1 

Banten :  2 

Jakarta :  15 

Jabar :  7 

Jateng      : 2 

Jatim : 1 

Bali :  2 

Ambon    : 1 

Kalsel : 1 

Kaltim : 1 

NTT :  1 

 

TOTAL : 39 
Semoga Sumut tidak ada 



JUMLAH PENGADUAN KE MKDKI = 381 
tahun 2006-2016  

by MKDKI 

39 



Pokok-Pokok Diskusi: 

 

Pasca Keputusan MKDKI-KKI: 

1. Apakah teradu, pengadu, OP (IDI-PDGI), Dinkes, 

Fasyankes tempat kejadian hadir saat pembacaan 

keputusan? 

2. Apakah RS/Fasyankes mengalami kesulitan SDM? Dan 

apa alternatif solusinya? 

3. Pembinaan apa yang dilakukan terhadap teradu? 

4. Bagaimana peran RS/Fasyankes untuk menjaga 

kompetensi dan aspek professional counduct teradu? 

5. Saran koordinasi pembinaan...? 



Zero Gugatan : mungkinkah 

Dokter/Dokter Gigi 

 

- Kompeten/Serkom 

- STR-SIP 

- Disiplin Profesional 

- Paham dan Patuh 

- Clinical Governance 

- Sehat fisik/mental 

- Write what you do, do 

- What is written 

-   Mutu Layanan Medis meningkat 

- Perlindungan/keselamatan pasien meningkatkan 

- Harapan pasien dipahami 

 

Dokter/Dokter Gigi 

 

- Provide Good Clinical 

- Governance 

- Kredensial dan 

kewenangan klinisbenar 

dan baik 

- Strong Kawalan dari 

komite medik 

- Kerjasama pembinaan 

- E-Clinical Governance 

Risiko Menurun ï Zero 

Gugatan 

Komunikasi/ 

informasi/empathy 

Kesatuan 

Pandang/Langkah 



Pembinaan dari para pemangku kepentingan 
(stakeholder) terkait. 

(Dinkes Prov/Kab/Kota, Organisasi Profesi, 
Kolegium, Fasyankes) 

Pemberian sanksi disiplin tidak akan 
bermanfaat banyak apabila tidak diiringi 
dengan langkah-langkah pembinaan dari 

para pemangku kepentingan (stakeholder) 
terkait. 

PEMBINAAN TERPADU 



Pasal 71  
Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi 

profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan 

tugas masing-masing.  

 Pasal 72  

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

diarahkan untuk :  

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan 

dokter gigi;  

b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan 

dokter gigi; dan  

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter 

gigi.  

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 



Pasal 73 

(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk 

lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang 

bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat 

tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.  

(2)  Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan 

seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang 

telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.  

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan 

perundang-undangan.  

Peranan Multi Pemangku Kepentingan.  

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang 

menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.  



Kesimpulan: 
 

Untuk memastikan bahwa sanksi pelanggran disiplin 

dokter/dokter gigi itu dilaksanakan, maka diperlukan 

monev terhadap kepatutan. 

 

Sedangkan pembinaan dokter/dokter gigi perlu 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu 

dalam kemuliaan/kehormatan profesi dokter/dokter gigi 

dan perlindungan masyarakat. 



V Meningkatkan kualitas dan 
integritas dokter dan dokter gigi 

V Menjaga Harkat, Martabat 
Profesi Dokter dan Dokter Gigi 

V Perlindungan Masyarakat 

V Taat Hukum 

 

TERIMA   KASIH  

Kemenkes 

Dinkes 

AIPKI 

AFDOKGI 

PER

SI 

ARS

PI 

MKEK/MKEKG 

Kolegium 

PEMDA 

BPJS 

MEA 

MASYARAKAT 

Kemenristekdikti 

PERLU DITUMBUH KEMBANGKAN  SISTEM  

KOORDINASI PEMBINAAN DISIPLIN PROFESI DOKTER-

DOKTER GIGI  

 

FASK

ES 


